BUPATI JEPARA

T . PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR {1 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME DISTRIBUSI PUPLK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN

BUPATI JEPARA.

Menimbang a bahwa dalam rangka upaya ketahanan pangan dan untuk
mencapal produksi pertanian yang optmal d Kabupaten
Jepara, peru didukung adanya penyediaan sarana

penunjang khususnya pupuk yang selalu ada dan teqamin
ketersediaannya dengan harga yang murah dan tenangkau

oleh petani ;

b bahwa untuk menjam.n ketersedaan dan harga yang wasar
pupuk ditingkat petani, pemenntah dipandang periu untuk
mengatur makanisme pendistribusian pupuk bersubsid |

¢ bahwa berdasarkan perbmbangan sebagamana dmnaksud
hwuf a dan huruf b, mzka dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekansme
Distribusi Pupuk Bersubsiti untuk Sektor Pertanian.

Mengingat %1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850, ‘tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propingi Jawa Tengah

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Sistem
Budidaya Tanaman {Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor
42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821),

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomar 12
Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821);

4 Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik ihdonesia Nomor 4369);



Menatapkan

5 Undang-Undang Nomor 32 Tshun 2004 entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia MNomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4437), sebagamana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tertang
Penetapan Peraturan Pemenntah Penggant Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tashun 2004 teniang
Pemarintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran
Negara Republk I _ydanasaTahun 2005 Nomor - 108,
T;‘rgbman Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4548}

8. Peraturan Pemerintsh Nomor 6 Tahun 1095 tantang
Pedindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 12 Tahun 1885 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3586),

7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2001 Nomor %4, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 4078);

8 Peraturan FPresiden Nomor 77 tahun 2005 tentang

Penetapan Pupuk Bersubswh Sebagai Barang Dalam
Pengawasan,

9 Keputusan Menten Perindustnan dan Perdagangan Nomor
634/ MPPIKep/@/2002 tentang Ketertuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar,

10K eputusan Menteri Perdagangan Nomor : 03/M-DAG/PER/2/
2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersunsici
urtuk Seklor Pertaman.

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DISTRIBUSI

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Bupati ini yang dmaksud dengan |

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara .

2  Bupati adalah Bupati Jepara .

4 Dinas Kabupaten adalah Dinas industn Perdagangan Koperasi dan / sau
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara
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10,

11.

13.

15.

16

17

18
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Kecamatan adalah Kecamatan d Kabupalen Jepara .
Camat adalah Camat d Kabupaten Jepara;

Pupuk adalah bahan lumia atau organ sme yang berperan dolam penyedisan
unsur hara bag keperiuan tanaman secars langsung atau tidak langsung .

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya
ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertingg (HET) yang ditetapkan di
tingkat pengecer resmi ;

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga Wwrtinggl yang ditetapkan oleh
Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk Urea SP-38. ZA. dalam
kemasan 50 kg dan NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 i) oleh pengecer
resmi d link |V kepada petan dan/atau kelompok tani yang anggotanya
mempunyai hak membeli pupuk bersubsich |

Petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan di
iaghan mijk sendri alau penggarap, untuk buddaya tanaman pangan atau
hortik ultura;

Pekebun adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan
lahan milik sendri atau penggerap, untuk budidaya tanaman perkefunan
rakyat |

Sektor Pertanian adaiah sekor yang berkadan dengan bud daya tanaman
pangan, horikultura, perkebunan |

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan
atau SP-36 d dalam negen;

Distributor pupuk adalsh badan usaha yang ssh dan diunpk oleh produsen
pupuk untuk melakukan pembelian, penympanan, penjualan serta
pemasaran pupuk bersubsidi dalam pariai besar untik diud kepada

pengecer resmi;

Pengecer Resmi adalah perorangan atsu badan usaha yang dtunjuk oleh
dstributor  untuk melakukan penjualan pupuk bersubsid secara langsung
hanya kepada konsurnen akhir petans,

Lini Il adalah lokasi gudang Produsen dan/atau distributor d wilayah
Kabupaten yang ditunjuk atau dietapkan oleh Produsen

Lini [V adalah lokasi gudang Pengecar d wilayah Kecamatan dan/atau Desa
yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distrnibutor,

Kalom tani adalah kumpulan petani yang mMempunyai kesamaan
hapenhpr?;m dalam mamanfaalﬁan sumberdaya pertaman untuk bekerjasama
men.ngkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam
mengusahakan lshan usaha tani secira bersama pada satu hmrm atau
kawasan yang dikukuhkan oleh Bupat atau pejabat yang ditunjuk ;



15. Rencana Defiritif Kebuluhan Kelompok yang selanjutnya dismgkst (RDKK)
adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsdi yang dmusun

kalompok berdasarkan rekomendasi pemupukan benmbang spesdik ol
wtuk tanaman pangan atau standar teknis unfuk sekior tanaman pangan

yang akan dbeli olkeh petani, pekebun petemak. pembuddaya kan 2tau
udang .

20. Komsi Pengawas Pupuk dan Pestesda yang selanutnya disingkat (KP3)
adalah wadsh Kkoordinas: Instansi lerkat dalam pengawasan pupuk dan

pestisida yang dibentuk oleh Bupah d tngkst Kabupaten dan oleh Camat
untuk tingkat Kecamalin;

BASB Il
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

{1} Jeris pupuk bersubsid adalah pupuk yang jenis-jenisnya ctetapkan
pemerintah yang diadakan oleh produsen

(2) Produsen dan pengec-r resm beranggung pwab dan wapb menyalurkan
sarta menjamin keters=ciaan pupuk bersubsid saat d butuhkan petani

(3} Pengecer resmi dalam menjual pupuk bersubsid harus sesua dengan Haga
Eceren Tertinggi ( HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 3

Pelaksanaan pangadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsid dilakukan
sesuai dengan ketentuzn Peratwran Menteri Perdagangan Nomor 03IM-

DAG/PER/2/2006 tentany '2ngadaad dan Penyaluran Pupuk Bersubsid untuk.
Sektor Pertanian.
BAB I
TANGGUNG JAW. ' PRODUSEN, DISTRIBUTOR DAN PENGECER
Pasal 5
{1) Tanggung Jawab dan ¥ ~ajiban Produsen
a Produsen menetap - wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran
pupuk bersubsid r 3-masing Disinbutor yang dcantumkan daiam Surat
Perjanjan Jual Bel  -JB)/Kontrak

5 Proomen wajb mer min kelancaran arus barang melaui penyederhanaan
prospdur  penebu: pupuk daiam rangka mendukung kelancaran
peangadasn dan pen AN pupuk bersubskk |

c. Produsen wayb m daniatau menguasai gudang di Lini Ill pada wilayah
tanggung arwabny.



 Dalam hal produsc
dapat melayani D
sapanjang  men:

pendistnibusiannya
kapupsaten lokaal v

Produsen yang me

wilayah Kabupate:
gudang Lini (1 seb:

Produsen waib m
Kabupaten yang n.

. Produsen wajb m
melalul SMS Cer
penyaluran, sela
bentuk laporan se!

(2) Tanggung |awab dan:
a. Distributor wajb

bersubsidi sesua

prinsip 6 tepat v
mutai dari Lini 1lls

. Distributor wajb |

jawgbnya kepada

Komisi Pengawars

. Dalam hal tidak !

peangecer atau m.
menjad anggung

Distributor wajib n
dan distributor kc
lambat 24 jam

laporan teruls <
Lampiran | Peral.

(4) Tanggung jawab dan

a Pengecer wajb

barsubsidi sesun

prngp 6 tepat y

tepat wakiu dan |

tani:

, rresm b
{satu) Distributor

Pangecer nesmi
tingkat desa kej
jawabnya.

. Pengecer wajibr
{stock poinfyd d

helum memilki gudang di Lini il pada Kabupaten,
utornya dan gudang & Lini Il Kabupaten terdekat

i kapasitas dan  mempurymi  kemampuan

| selanjutnya hafus mempunyl gudang sendrt di

hkenanys |

nysl lokasi pabnk atau gudang d Lim | berada 4
'3 menjad tanggung jawsbnya dapat menetapkan

:dang Lird [N ;
npaikan daftar Distributor dan Pengecer d wilayah

L1 tanggung jawabnya kepada Bupeti .

‘kan setigp transaksi psnyaluran pupuk bersubsidi
ngawssan pupuk, paling lambal 24 jon selelsh
. ditindakianjuti dengan japoran tertulis dengan
~gna tercantum dalam Lampiran |Peraturan ini

hany Distnbutor

ksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk
san yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan
st jemvs. jumiah, harga, tempat, wakiu dan mu
Jengan Lini [V pada wilayah tanggung jawahnya

ampakan daftar pengecer d wilayah langgung
'sen yang Menunjuknya dengan tembusan kepads
dan Pestisida Kabupaten dan Dinas Kabupaten .

‘ya pengecer msmi  distnbutor wajb mennjuk
n pos penyualan pupuk bersubsid o wilayah yang
wa, sampai ke tingkat desa

-xan seliap transaks! penyaluran pupuk bersubsidi
o melahui SMS Center pengawasan pupuk. paling
penyaluran, selanjutnya ditindakianjut dengan
bentuk laporan sebagaimana tercantum daiam

an Pengecer

sanakan pengadaan dan penyaluran pupuk
an yang dietapkan oleh Distnbutor berdasarkan
1 jenis, tepat jumiah, tepat harga. tepat tempat.
.ty di Lin IV kepada petars dan/atau kelompok

pal melakukan penaebusan pupuk bersubsidi dan 1
nunjuknyd .

:apat melakukan penjualan pupuk bersubsxli &
stani o wiayah kena yang menadi tanggung

# legaitas usaha dan mermikki gudang pelayanan
menad wilayah kerjanya
5



e. Pengacer resmi ¢
Celuller / Hand P

f Pengecer wajibr
melalui SMS Ce
penyaluran, sel:
bﬂ'l'luk Iﬂpﬂm Bi

Produsen atau distr
kecamatan / Desa ¢

yang dl.ajkan oleh |

(1) Biaya penyaluran
dibebankan kepada

(2) Besaran biaya seba
tempuh .

{1) Pupuk bersubsidi
a. Petani yatu pe
b, pekebun yaitu
ternak .

{22 Pupuk bersubsidis
bag perusahaan (o

{1) Kebutuhan pupuk
benmbang, spesifi:
glokasi anggafan s

(3} Penghitungan sebo
atau kelompok ta
Kebutuhan Kalom
panyuluh pertaniar

nempunyai sarana komunikas: Telephon, Teiepon
P}

kan sehap transaksi penyaluran pupuk bersubsidi

:ngawasan pupuk paling lambat 24 jam setelsh

. ditindaklanjuti  dengan iaporan lerfuls  dengan

-ana tercantum datam Lampiran i1l Paraturan ini .
Pasal

alam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada satiap

‘iap bulannya, didasarkan atas rencana kebutuhan
bupaten dan ketahu oleh KP3.

Pasal 7

arsubsidi dari distributor sampal  pPENQeCEr resmi,
n,

1 dimaksud pada ayal (1) disesumkan dengan arak

BAB v
UKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8
‘ukkan bagi

. jagung, kedelai. kacang tanah dan ubi kayu
4 tebu, kapas den tanaman hijau - hjauan pakan

‘mana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan
» pangan, hortikuitura dan perkebunan

BAB V
THIT UNGAN KEBUTUHAN
Pasal 10

sidi dibitung sesudi dengan anjuran pemupukan
wi dan standar teknis dengan mempertimbangkan
upuk;

@ d.maksud pada ayat (1) dilakuken oleh petani
i atas pekebun berdasarkan Rencana Defirvtef
DKK} yang disetuui oleh petugas leknis aau
1



(3}

4}

{5

{6

{7

(N

Penghitungan kebL:
oleh setisp desa |
disahkan oleh Cam

Perincisn kebutuh:
pupuk, jumiah dan |

Panyusunan RDKK
jawsab Dinas Kabup:

Deiam ha alckasip
dan pekebun, ma
kebutuhan pupuks

Daam hal jumiah |
kepada Pesmerintah
diusulikan, maka pe
SECH? proporsonai

Kekurangan aloka:
sabagaimana dma
memindahkan alok:

Pemndahan alokas

Dasam ha alokas: pup.
fidak mencuxupl, mak:
menyalurkan alokasi ¢
berkutnya atau sisa ak
dalam 1 (satu) tahun

PENGAY.

(1} Produsen berkewa

penyediaan, penya
jawabnya.

{2) Produsen aau Distr

pupuk bersubsid sc
Perdagangan dan D

webagaimana dmaksud pada ayat (2] diaksanakan
I jeris pupuk, umish dan alokasi hap bulan yang

'k bersubsii setiap Kecamatan yang mehpuh, jenm
tiap bulan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

‘amana cemaksud pada ayat (2) menjac tanggung
arsubsidi tidsk mencukupi kebutuhan sedunh petani
niuk efisiensi dpnoritaskan kepada pemenuhan
Naman pangan

bersubsii yang dibenkan Propinsi Jawa Tengah

aten lebh keck dant jumiah kebutuhan pupuk yang
an alokasi ko tingkat kecamatan / desa dilakukan

Fasal 11
Muhan pupuk bersubsidi dsuatu wilayah tertentu
dam Fasal 10 ayat {7), skan dpenuhi dengan cara
uf wilayah

r kecamatan ditetapkan dengan Kepulisan Bupati

BAB VI
GAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12
rsubsid d wilayah Kecamatan pada bulan berjaan
s rekomendasi KF3 Kabupaten, dstnbutor dapat

4 wilayah yang bersangkutan dan alokass bulan
Julan ssbelumnya sepanjang tidak mekebih alokasi

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 13

nelakukan mordonng dan pengawasan terhadap
jan harga pupuk bersubskli d wslayah tanggung

r membenkan iaporan pengadasn dan penyaluran
penodik kepada KFP3 dan Dinas yang membidangi
ng membidang Pertanian

T



(1)

2

1)

2)

(1)

{e)

{0

(3)

KP3 wajb melakuk
penggunaan dan hs

Pemantauan dan F
oleh Pelugas Pen:
Tenaga Pendampin

KP3 wajb menya-
bersubsidi kepada |

Bupati menyampa’
bersubsidi kepada

Untuk mengakom

pupuk bersubsidi ©
Centre pada Din

Jepara.

Untuk mengakom:
real sasi dan pe:
melalui SMS Cc
Jepara.

Untuk pengendali
pupuk olesh petar
cara menggunaka

Kartu register se
yang diketahui o

Pengecer resmi |
jumiah kebutuhai

Jika distributor atau
pupuk bersubsidi, mat

rekomendasi

kepad:

penunjukan sebagai d-

Pasal 14

amantauan dan pengawasan terhadap penyaluran,
upuk bersubsidi

vasan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dbanty
li Organisame Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan
tasyarakat (TPM)

Bagien Kedua
Pelaporan

Pasal 15

an laporan pemantauan dan pengawasan pupuk

poran hasil pemantauan dan pengawasan pupuk
I

Pasal 1

rengaduan masyarakat terkait dergan jalur distnbusi
rodusen, Distnbutor dan Pengecer telah dibuka SMS
ndustnan. Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

pengaduan masyarakat terkat dengan kebutuhan,
ahan distnbusi pupuk bersubsikli dapat disampai kan
ada Dinas Pertaman dan Petermakan Kabupaten

Bag an Ketiga
Pengendah an

Pasal 17

ibusi pupuk dibngkat petani diberlakukan penebusan
petani yang dikoordinir olsh kelompok tani dengan
| register

‘ana dimaksud pada ayat (1) dierbitkan opkeh KP3
gg dan petugas penyulub

embuat daftar petani / kelompok tani, luas lahan dan
J wiayah kenanya, sebagai kontrol distribusi

Pasal 18
'r melakukan pelanggaran ddalam pend. stnbugian
i dapat mencabut izh yang dimiliki dan memberikan

-pihak  yang berwenang untuk meancabut Zzin
ripengecer

R



BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum d alur dalam Perswran Bupat in, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaan distribusi pupuk, diatur lelh lanut dengan Keputusan Kepala Dinas
Teknis lerkard,

Pasal 20

Peraturan in mulal berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setap ocarang dapat mengetshuinya, memerintahkan  Pengundangan
Peraturan i dengan penempatannya dalam Berita Dserah Kabupaten Jepara .

Ditetapkan & Jepara
plda w WO ;IJ..; x1"

_—BUPATI JEPARS,
/“5\, ¥

> . e

S
S HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggdl 10 [yl Sec!

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

'""7%"'»/

r
F

M EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 4¢
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